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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Kalimantan Barat dapat menyelesaikan Laporan Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal KPU Provinsi Kalimantan Barat. 

Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal KPU Provinsi Kalimantan Barat 

dibuat, untuk memberikan gambaran terkait capaian dan realisasi kinerja sasaran 

yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, 

Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Kalimantan Barat. 

Dalam pelaksanaan capaian sasaran strategis, sasaran program, realisasi 

anggaran, dan pelaksanaan rencana aksi, tentu masih terdapat target dan capaian 

yang belum maksimal yang akan menjadi bahan evaluasi yang akan menjadi point titik 

berat yang membutuhkan komitmen KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk 

memperbaiki target dan capaian kinerja di masa yang akan datang. 

Demikian Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal KPU Provinsi 

Kalimantan Barat ini dibuat. Semoga bermanfaat dalam mewujudkan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu 

yang memiliki integritas dan kredibilitas. 

 
 

 

KATA PENGANTAR 
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Laporan Evaluasi Internal merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi 

dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja 

seluruh unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat. Evaluasi internal 

merupakan salah satu unsur penilaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

periode tahun tertentu, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi tentang 

tingkat capaian kinerja dan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. 

Penyusunan Laporan ini didasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian dan 

realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang 

tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2025. 

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang 

dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan 

dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025. 

Hasil kinerja KPU Provinsi Kalimantan Barat yang berorientasi pada output 

maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran 

kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh 

jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat pada 

tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Provinsi 

Kalimantan Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan 

Clean Government. 

 

 LATAR BELAKANG 
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Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal KPU 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 adalah : 

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 

program/kegiatan. 

2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan 

kegiatan pada Tahun 2025. 

3. Sebagai tolok ukur perbaikan dan evaluasi untuk capaian program/kegiatan pada 

tahun-tahun berikutnya. 

 TUJUAN 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi : 

 

1. Tugas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi : 

Pasal 15 menyebutkan bahwa tugas KPU Provinsi adalah : 

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; 

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan 

penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota; 

d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya 

kepada KPU; 

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan 

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh 

Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih; 

f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD 

serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan 

mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan 

suara di KPU Kabupaten/Kota; 

g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, 

Bawaslu Provinsi, dan KPU; 

h. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi 

jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat 

berita acaranya; 

i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi; 

j. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan 

tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; 

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN 
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k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan 

Pemilu; dan 

l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

2. Wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi : 

Pasal 16 menyebutkan bahwa wewenang KPU Provinsi adalah : 

a. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi; 

b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 

anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota 

dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil 

penghitungan suara; 

c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota 

DPRD provinsi dan mengumumkannya; 

d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota 

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan ter-

ganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU  dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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3. Kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi : 

Pasal 17 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Provinsi adalah : 

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; 

b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; 

c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; 

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan; 

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU; 

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi 

dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh 

KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; 

g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu 

kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu; 

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani 

oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; 

j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi; 

k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi; 

l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan 

dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

m. Melaksanakan keputusan DKPP; dan 

n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, berikut adalah Tugas, 

Wewenang dan Kewajiban KPU : 

1. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi : 

a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap 

tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, 

dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya 

bersifat mengikat; 

b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan; 

c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan; 

d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota; 

e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan  

f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

 

2. Kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi : 

a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara 

adil dan setara; 

b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada 

masyarakat; 

c. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu 

mengenai sanksi administrasi Pemilihan; 

d. melaksanakan Keputusan DKPP; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Hubungan antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga 

yang bersifat nasional adalah hierarkis. Hierarkis artinya lembaga yang ada di bawah 

bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU 

Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi dan KPU Provinsi 

bertanggungjawab kepada KPU.  

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi 

Kalimantan Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dibentuk 

Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris 

KPU. Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota didukung oleh Sek-

retaris KPU Kabupaten/Kota. 

Berikut uraian terkait struktur organisasi KPU Provinsi Kalimantan Barat : 

1. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen 

Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU memiliki masa 

jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah 

jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari 

akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain 

sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara  dan 

tenaga pendukung dengan status non-PNS. 

a. Anggota KPU 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Provinsi Kalimantan 

Barat beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun 

dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada 

tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 

berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi 

 STRUKTUR ORGANISASI KPU 
provinsi Kalimantan barat 
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geografis yang bersangkutan. Jumlah anggota masing-masing KPU Provinsi/KIP 

Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan di dalam lampiran Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) untuk tingkat Kabupaten/Kota kembali berjumlah lima orang setelah 

putusan MK atas perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 pada tanggal 24 Juli 2018. 

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU pada setiap tingkatan satuan kerja. 

Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di 

masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan 

membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam 

mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.  

Jumlah Anggota KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat 

berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang. Adapun rincian jumlah anggota KPU di 

setiap tingkatan adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 1 

Jumlah Anggota KPU se-Kalimantan Barat 

 

No. Anggota KPU Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. Provinsi 5 6,67% 

2. Kabupaten/Kota 70 93,33% 

TOTAL 75 100% 

 
Tabel 2 

Jumlah Anggota KPU se-Kalimantan Barat berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. Laki-laki 65 86,67% 

2. Perempuan 10 13,33% 

TOTAL 75 100% 

https://www.cnnindonesia.com/tag/kpu
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Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, 

melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Adapun pembagian 

5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/ 

Kota, adalah 

sebagai berikut : 

 

  

Jumlah (orang)

Persentase (%)

Laki-Laki Perempuan Total

65

10

75

86,67 

13,33 

100

GRAFIK 1
JUMLAH ANGGOTA KPU SE-KALIMANTAN BARAT 
BERDASARKAN JENIS KELAMIN Jumlah (orang)
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b. Pegawai Sekretariat 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan 

administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, 

sekretariat juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan 

yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi 

KPU. 

Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat 

KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal 

KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada 

dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Pada Tahun 2025 jumlah 

pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupat-

en/Kota se-Kalimantan Barat berjumlah 448 (empat ratus empat puluh delapan) 

orang, yang terdiri dari 257 (dua ratus lima puluh tujuh) orang PNS, 162 (seratus 

enam puluh dua) orang PPPK dan 29 (dua puluh sembilan) orang Tenaga Non 

ASN. Adapun rincian pegawai KPU se-Kalimantan Barat berdasarkan jenis 

kelamin adalah sebagai berikut : 

Tabel 3 

Jumlah Pegawai KPU (PNS, PPPK dan Tenaga Non ASN) KPU se-Kalimantan Barat  

berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. Laki-Laki 284 63,39% 

2. Perempuan 164 36,61% 

TOTAL 448 100% 
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Tabel 4 
Rincian Jumlah Pegawai KPU (PNS, PPPK dan Tenaga Non ASN)  
se-Kalimantan Barat berdasarkan Jenis Kelamin 
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Upaya pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia 

terhadap pegawai sekretariat terus dilakukan. Bentuk kegiatan yang ditawarkan 

kepada pegawai sekretariat yang memenuhi syarat yakni melalui pendidikan dan 

pelatihan (Diklat) sesuai orientansi tugas hingga program S2 Tata Kelola Pemilu 

(TKP). Apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir, 

komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat terdiri dari pegawai dengan latar belakang 

Pendidikan sebagai berikut : 

 

Tabel 5 

Jumlah ASN (PNS dan PPPK)  KPU se-Kalimantan Barat berdasarkan Jenjang Pendidikan 
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2. Bagan Hubungan Organisasi 

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 

541/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2021 tentang Tipelogi Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, KPU Provinsi Kalimantan Barat masuk ke dalam Tipelogi B dan 

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 

1153/SDM.01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Berdasarkan ketentuan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

➢ Apel Senin KPU Provinsi Kalimantan Barat  
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Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota, serta sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat 

Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah memberlakukan 

pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pejabat administrasi pada Sekretariat KPU 

Provinsi sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2024 sebagai proses implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

21 Tahun 2023, berikut bagan dari struktur organisasi KPU Provinsi Kalimantan Barat 

di Tahun 2025 : 
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KPU Provinsi Kalimantan Barat masuk ke dalam Sekretariat KPU Provinsi Tipelogi B. 

Dalam pelaksanaan penataan pegawai, KPU Provinsi Kalimantan Barat juga 

berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor  

2245 Tahun 2024 tentang Perubahan  atas  Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum  Nomor  464  Tahun 2024 tentang Peta Jabatan  di Sekretariat  

Jenderal Komisi Pemilihan Umum,  Sekretariat  Komisi Pemilihan Umum  Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota,  berikut Peta Jabatan  

Sekretariat KPU Provinsi  Tipelogi B  :  
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Pada Tahun 2025, KPU Provinsi 

Kalimantan Barat telah menetapkan sebanyak 

5 indikator kinerja dari 3 sasaran yang 

dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja 

sasaran strategis, kemudian menetapkan 

sebanyak 6 indikator kinerja dari 6 sasaran 

yang dituangkan dalam naskah perjanjian 

kinerja sasaran program. 

Dari keseluruhan indikator kinerja yang 

ada, data indikator dalam sasaran strategis dinyatakan   berhasil  (mencapai 100% atau 

mencapai target yang ditentukan) Adalah sebanyak 5 indikator, sedangkan data indikator 

dalam sasaran program dinyatakan berhasil sebanyak 6 indikator. 

Secara umum beberapa capaian utama kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 
 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia 
dan Lembaga KPU Provinsi 
Kalimantan Barat yang berkualitas 

Nilai Akuntabilitas Kinerja B BB 100% 

Nilai Keterbukaan Informasi 
Pubik 

90 97,85 108,72% 

2 Terwujudnya koordinasi 
penyelenggaraan kepemiluan yang 
sesuai dengan Standar Pelayanan 
Publik, disertai pengelolaan data dan 
informasi serta dokumentasi 
pelaksanaan Pemilu berbasis 
teknologi informasi yang terintegrasi 

Persentase penyelenggaraan 
Pemilu/Pemilihan di Kalimantan 
Barat sesuai dengan jadwal dan 
ketentuan yang berlaku 

100% 100% 100% 

3 Terwujudnya Pemilu Serentak yang 
aman dan damai disertai 
penyelesaian sengketa hukum yang 
baik di Kalimantan Barat 

Persentase pelaksanaan 
Pemilu/Pemilihan yang aman 
dan damai di Kalimantan Barat 

100% 100% 100% 

Persentase Sengketa Hukum 
yang dimenangkan KPU 
Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota se-Kalimantan 
Barat 

90% 100% 111,11% 

 Evaluasi capaian sasaran strategis 
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Capaian Kinerja Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Capaian kinerja yang berhasil di capai KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak 

lepas dari upaya maksimal seluruh jajaran KPU Provinsi Kalimantan Barat, 

Komisioner, Sekretariat dan kinerja KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yang 

konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik dengan menindaklanjuti saran yang 

disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB dalam Evaluasi Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi serta 

reviu yang dilakukan Inspektorat Utama KPU Republik Indonesia. 

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Meningkatnya Kapasitas SDM yang 

Berkompeten di KPU Provinsi 

Kalimantan Barat 

Persentase Kesesuaian Kompetensi 

Pegawai terhadap Standar 

Kompetensi penugasannya 

100% 100% 100% 

2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan 

Prasarana Guna Meningkatkan 

Kelancaran Tugas di KPU Provinsi 

Kalimantan Barat 

Persentase Tersedianya Sarana 

dan Prasarana untuk Memenuhi 

Kebutuhan Kerja Pegawai yang 

Berfungsi dengan Baik 

100% 100% 100% 

3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan 

dan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan 

Barat 

Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas 

Kinerja KPU Provinsi 

B BB 100% 

4 Terwujudnya Data Pemilih secara 

Berkelanjutan di Kalimantan Barat 

Persentase KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota yang 

memutakhirkan data pemilih tepat 

waktu 

100% 100% 100% 

5 Terlaksananya penetapan Keputusan 

KPU Provinsi Kalimantan Barat yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, serta 

pendokumentasian informasi hukum 

Persentase Keputusan KPU 

Provinsi yang disusun dan 

diharmonisasi dengan tepat waktu 

90% 100% 111,11% 

6 Terwujudnya Tahapan 

Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal di 

Kalimantan Barat 

Persentase keberhasilan 

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 

yang sesuai jadwal  

100% 100% 100% 

 Evaluasi capaian sasaran PROGRAM 
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Pada awal Tahun Anggaran 2025 KPU Provinsi Kalimantan Barat secara 

keseluruhan mendapatkan  alokasi pagu anggaran sebesar Rp 17.670.187.000,- (Tujuh 

Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) 

dalam 1 (satu) program sebagai berikut : 

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 17.670.187.000,-.  

Sepanjang Tahun 2025 terdapat 18 (delapan belas) kali revisi DIPA, terdiri dari  

revisi DIPA ke Kanwil dan revisi DJA yang dilakukan KPU RI dengan revisi terakhir 

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.243.422.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus 

Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) pada tanggal                         

19 Januari 2025 dengan rincian program sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar                         

Rp. 20.881.835.000,-; 

2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 14.361.587.000,-. 

 

Berdasarkan dari pagu anggaran tersebut, berikut Laporan Realisasi Anggaran untuk 

Tahun 2025 : 

 

Tabel 6 

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 KPU Provinsi Kalimantan Barat 

Berdasarkan Program Per 31 Desember 2025 

  

KODE 

PROGRAM 

PROGRAM ANGGARAN REALISASI % 

REALISASI 

076.01.CQ  Penyelenggaraan 

Pemilu dalam Proses 

Konsolidasi 

Demokrasi 

Rp. 20.881.835.000,- Rp 20.881.835.000,- 100% 

076.01.WA Program Dukungan 

Manajemen 

Rp.   14.361.587.000,- Rp   14.352.447.290,- 99,94% 

TOTAL Rp. 35.243.422.000,- Rp 35.234.276.700,- 99,97% 

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dari Aplikasi SAKTI Tahun 2025 

 

 Evaluasi capaian REALISASI ANGGARAN 
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Adapun Rincian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 KPU Provinsi 

Kalimantan Barat hingga ke level sub output per 31 Desember 2025 adalah sebagai 

berikut : 

  



21 Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 

 

 
 
 

 Evaluasi PELAKSANAAN RENCANA AKSI 



22 Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 
 

Selama Tahun 2025, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan seluruh 

kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada Rencana Aksi Kinerja. Berikut monitoring 

dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 :  
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Adapun beberapa catatan/rekomendasi dari Tim Inspektorat KPU RI yang harus 

ditindaklanjuti KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya perbaikan akuntabilitas 

kinerja di tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Perlu melakukan penyusunan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi (tusi) serta 

memenuhi unsur SMART, terutama untuk unsur batas waktu pencapaiannya (time-

bound); 

Tindak lanjut : 

- Indikator kinerja telah disusun sesuai Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2020-2024, adapun unsur batas waktu pencapaian (time-bound) tiap 

indikator kinerja telah dituangkan di dalam Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025. 

2. Perlu melengkapi bukti dukung yang kuat untuk membuktikan bahwa hasil 

pengukuran kinerja benar-benar berpengaruh sebagai dasar perubahan strategi, 

kebijakan dan rencana kerja; 

Tindak lanjut : 

- Dalam proses pengumpulan bukti dukung. 

 

3. Perlu melakukan reviu internal SAKIP secara formal melalui Nota Dinas atau surat 

pengantar hasil rapat pleno agar hasil reviu memiliki kekuatan administratif dan dapat 

ditindaklanjuti dengan jelas; 

Tindak lanjut : 

- Dalam proses pengumpulan bukti dukung. 

 

4. Perlu melakukan evaluasi yang melibatkan seluruh unit kerja dan hasilnya digunakan 

secara nyata untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. 

Tindak lanjut : 

- Dalam proses pengumpulan bukti dukung. 

  

 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 
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Selama tahun 2025, KPU terus berupaya untuk meningkatkan implementasi 

sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, 

diantaranya adalah : 

1. Secara berjenjang penguatan komitmen Pimpinan KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota melalui pemantauan pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja 

telah dilaksanakan setiap bulan. Pengukuran kinerja tiap bulan dilakukan oleh 

pimpinan KPU bersama jajaran sekretariat KPU untuk memudahkan dalam menyusun 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  

2. KPU Provinsi Kalimantan Barat terus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota 

terkait penyusunan dokumen-dokumen SAKIP dan memberikan peningkatan 

pemahaman akan pentingnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU; dan 

3. KPU Provinsi melakukan pendampingan dan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota 

terkait optimalisasi penggunaan sistem aplikasi untuk mengukur pencapaian kinerja 

setiap bulan serta memastikan penyusunan laporan kinerja dilaksanakan dengan 

benar. 

4. Mengikuti kegiatan Sosialisasi Aplikasi E-Lapkin yang digelar oleh secara daring 

melalui Zoom Meeting Bersama KPU RI melalui Biro Perencanaan dan Organisasi 

pada tanggal 15 September 2025. Kegiatan berlangsung dengan pemaparan 

Sosialisasi Aplikasi E-Lapkin KPU dari Pusat Data dan Teknologi Informasi, Hasil 

Evaluasi SAKIP KPU Tahun 2024 dari Inspektorat Utama, serta penyampaian 

rencana Bimtek oleh Biro Perencanaan dan Organisasi. Melalui kegiatan ini, 

diharapkan monitoring kinerja organisasi dapat dilakukan secara real time, terukur, 

dan akuntabel dengan dukungan teknologi informasi. 

5. Melakukan pelaporan kinerja melalui E-LAPKIN agar laporan kinerja yang dihasilkan 

lebih transparan, akuntabel dan real time bagi KPU RI, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota. E-LAPKIN memudahkan pengumpulan data, validasi dan analitik 

lintas satuan kerja. 
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